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- BUPATI LEBONG
' PROVINSI BENGKULU

“PERATURAN BUPATI LEBONG
" NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

" Mengingat

Jalan Raya
No,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
- dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
- Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. .

. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten  Lebong ‘dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349); :

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
g.embarﬁa N?rgarabal;epulilikm Indonesia Tahun 2022

omor » lambahan baran N i
Indonesia Nomor 6801); il

BAGIAN|
Y |Hukum

Musra Aman - Arga Makmur No. 1 Tubel Kabupaten :
m(om)z%m wm)ztmm:mW

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dqn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1},
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belag
Kepa'da Aparatur N_egara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 40, Tambahan Lembaran N .
Indonesia Nomor 6855); egara Republik
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan ‘
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022}; {

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produ_k
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

|

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
} Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1 R 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

?D Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2021 tentang

= Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi !
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong; i

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja |
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Y
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN gNAg

BELANJA DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinS}p
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenulp
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota
DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kabupaten.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap

dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum
mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD,
Pimpinan Badan LayananUmum Daerah, Pegawai
Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat
daerah yang menerapkan pola pengelolaan |
keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK |
dBlebl:\gkan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
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(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
PNS dalam jabatan:
a. Pimpinan Tinggl atau dalam jabatan setara
jabatan Pimpinan Tinggl;
b. Administrator atau dalam jabatan yan
jabatan Administrator;
Pengawas atau dalam jabatan yang setara
jabatan Pengawas;
Fungsional Utama;
Fungsional Ahli Madya;
Fungsional Ahli Muda;
Fungsional Ahli Pertama;
Fungsional Penyelia;
Fungsional Mahir;
Fungsional Terampil;
Fungsional Pemula;
Pelaksana; dan
: _Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
:\% Peraturan Perundang-Undangan.
'\‘a (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a. Sedang cuti diluar tanggungan negara, atau
b. Sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah
baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang
gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

g setara
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Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1
(s_atu) bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50 %

o) gnna puluh persen).

alam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2
P b}llan sebelum bulan Hari lRa.ya g:baganma Lo
ﬂ dunaksu:d pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena
:):tl;ub:’l}txgg k];ehngha_.sﬂan, kepada yang bersangkutan
( Ray:. iberi selisih kekurangan Tunjangan Hari
3) Penghasilan sebagaimana i
pada ayat (1) diberikan
bagi Pejabat Negara, PNS iputi:
8 e pokok, dan PPPK meliputi:
Tunjangan keluarga;
}hunj_angan jpangan;
njangan jabatan atau tunjangan um
um;

Tm‘;lahan penghasilan paling banyak SO%d(alinma

gulan p;rsen) yang diterima dalam 1 (satu)

Kapasi engan memperhatikan kemam

pasitas fiskal daerah dan sesuai d Sar !

ketentuan Peraturan Perundang-undangan S

speop
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(4)

(5)

/

(6)

g

Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan
bagi CPNS meliputi:
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok
PNS; _
Tunjangan keluarga;
Tunjangan pangan;
Tunjangan jabatan dan tunjangan umumn; dan
Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima
dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. )
Dalam hal Guru yang gaji pokoknya bersumber darl
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .tldak
menerima tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat dibgnkan
paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan
profesi guru atau paling banyak 50% (lima pul.ul.l
persen) tambahan penghasilan Guru Aparatur Sipil
Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak
sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan
dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan
Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara pada perangkat daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut
yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas
jabatannya setara.

opo g

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Penerit!m, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara
muatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari
Raya.

BAGIAN )
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BAB Il
PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya. )

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada besaran komponen penghasilan  yang
dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

(4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni

Tahun 2023.

% (5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum Capat dibayarkan, gaji ketiga
belas dapat dibayarkan setelah bulanJuni Tahun
2023.

(6) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
pada besaran komponen penghasilan  yang
dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga
belas dapat bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

ﬂ b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tunjangan Hgn Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur
E:gabom "Ii';h nglAcnungan Pemerintah Daerah Kabupaten

ng un Anggaran 2022, dicabut inyatakan
tidak berlaku. fiag dign

{ Tatwen] %]
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 April 2023

f BUPATI |LEBONG

*-n@ =t

< KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 April 2023

SEXRETARIS DAERAH
KABNPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 20

PENERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM
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